BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan Penelitian yang telah di jelaskan pada bab sebelum maka dapat

di simpulkan sebagai berikut :

1. Peran Polisi Kehutanan berdasarkan aturan Perundang-undangan dalam
memberantas tindak pidana llegal Logging Saat ini belum sepenuhnya
sesuai dengan apa yang di harapkan terutama yang ada di Kawasan Taman
Nasional Bogani Nani Wartabone, selain itu ada hal yang kemudian yang
paling dominan adalah kasus-kasus yang di temukan dilapangan sangat
dominan sehingga dapat di simpulkan peran polisi kehutanan dalam
pemberatasan belum sepenuhnya telah sesuai.

2. Faktor-faktor penghambat peran polisi kehutanan dalam membrantas
tindak pidana illegal looging dikawasan Taman Nasional Bogani Nani
Wartabone adalah :

a.) Fakor Masyarakat

b.) Faktor Hambatan Yuridis

c.) Faktor Keterbatasan dana dalam proses penegakan hukum

d.) Faktor kurang efektifnya koordinasi antar penegak hukum

e.) Faktor Kurangnya sarana dan Presarana

f.) Faktor Sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan terlalu

lemah
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g.) Faktor Kurangnya petugas yang berkompoten
h.) Faktor Terhambatnya proses penyitaan

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka

dalam kesempatan ini disarankan sebagai berikut:

1. Perlu adanya peningkatan kemampuan aparat polisi kehutanan dalam
pelaksanaan tugas melalui pelatihan-pelatihan di samping adanya fasilitas
yang memadai dalam menunjang tugas-tugas di lapangan.

2. Polisi  Kehutanan harus melibatkan masyarakat dalam upaya
menanggulangi tindak pidana illegal logging mengingat kewajiban untuk
menjaga kawasan Hutan tidak hanya semata-mata kewajiban pemerintah
akan tetapi juga kewajiban dari seluruh rakyat khususnya di Kawasan

Taman Nasional Bogani Nani Wartabone.
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